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ABSTRACT 

 

 

Land availability is the most important thing in infrastructure development. 

The government's effort to support the land availability is land acquisition. Land 

acquisition is regulated in Act Number 2 of 2012 and implementing regulations are 

regulated in Presidential Regulation Number 71 of 2012. According to Presidential 

Regulation Number 40 Year 2014, land acquisition is divided into two types large-

scale areas of more than 5 hectares and small-scale areas of less than 5 hectares. 

Small-scale land acquisition regulated in Presidential Regulation Number 148 Year 

2015 Article 121 paragraph (3) which does not require location determination. 

Sleman Regency has conducted small-scale land acquisition with and without 

location determination. The purpose of this research was determined the 

implementation process as well as the strengths and weaknesses of small-scale land 

acquisition with and without location determination. This research used qualitative 

research methods with a descriptive approach. The results showed that the 

implementation of land acquisition with and without the determination of location 

is different and both of them have advantages and disadvantages. 

Keyword: Land Acquisition, Small Scale Land Acquisition, Determination of 

Land Acquisition Locations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Populasi Indonesia diprediksi dalam tiga puluh tahun kedepan akan 

mengalami kenaikan sebesar 24% dari jumlah penduduk 255,6 juta pada tahun 2015 

(BPS, 2018).  Seiring dengan pertambahan penduduk, permintaan akan barang dan 

jasa akan berbanding lurus termasuk kebutuhan akan ruang untuk bermukim 

(Murad, 1997).  

Wilayah kota cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih dibanding 

di wilayah pedesaan yang menyebabkan jumlah kepemilikan lahan akan lebih 

banyak di kota dibanding di desa pada luasan tertentu. Oleh sebab itu dalam 

kegiatan pembebasan lahan di kota lebih sulit dilakukan karena tersandung berbagai 

kepentingan meski kegiatan tersebut dilakukan untuk pembangunan yang bermuara 

pada peningkatan kesejahteraan umum. Pembangunan memiliki konteks yang 

sangat luas, namun dalam tulisan ini akan ditekankan pada pembangunan 

infrastruktur untuk menunjang peningkatan kemajuan sektor ekonomi dan 

peningkatan kualitas hidup  masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur hal yang paling penting adalah ketersediaan 

lahan/tanah. Tanah secara yuridis diartikan sebagai bagian dari bumi dimana 

menjadi tempat manusia beraktifitas dan tempat tinggal. Lebih lanjut tanah 

merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara 

individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan 

pembangunan nasional. Jadi dengan demikian tanah mempunyai arti dan peranan 

penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan 

manusia tergantung dengan tanah oleh sebab itu kebutuhan akan tanah akan terus 

meningkat seiring berjalannya waktu yang tentu dibarengi dengan kenaikan 

harganya. 

Sehubungan dengan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan, 

pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas. Namun disisi lain, khususnya 

di wilayah kota, tanah yang tersedia sangatlah sedikit sehingga perlu dilakuan 
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upaya pengadaan tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pengadaan 

tanah diartikan sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti 

kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dengan kata lain pihak 

yang akan diambil tanahnya akan mendapat ganti yang sepadan atas aktivitas 

tersebut. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum 

yang dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu peraturan perundangan yang jelas 

dan tegas dapat mewujudkan keteraturan dan ketertiban.  

Kegiatan pengadaan tanah sering dimaknai dengan adanya desakan 

kepentingan umum terhadap kepentingan pribadi. Namun pada hakikatnya jika kita 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) bahwa kepentingan pribadi dan 

kepentingan umum harus saling mengimbangi. Pemerintah diberikan wewenang 

diantaranya untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa (UU 1960 pasal 2:2). Hal 

tersebut berimplikasi kepada kekuatan pemerintah untuk mencabut hak-atas tanah 

dengan memberikan kerugian yang layak sesuai ketentuan undang undang jika 

ditemui jalan buntu dalam bernegosiasi (Undang-undang 1960 Pasal 18). Namun 

peraturan tersebut menuai kontroversi karena tidak semua pemilik tanah mau 

melepaskan haknya 

Selama ini sudah ada lima kali perubahan undang undang yang mengatur 

pengadaan tanah. Peraturan pertama disahkan pada tahun 2012 dalam Peraturan 

Presiden Nomor 71, selanjutnya dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 40 

Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 menekankan pada 

perubahan pengaturan mengenai sumber daya biaya oprasional dan biaya 

pendukung untuk kegiatan pengadaan tanah baik dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Indonesia (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Tidak lama berselang, ditahun yang sama Peraturan Presiden 

Nomor 40 tahun 2014 dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014. 

Perubahan ketiga Peraturan presiden Nomor 71 Tahun 2012 tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan perubahan terakhir diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 148. 
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Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Peraturan Presiden 

Nomor 40 Tahun 2012, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan 

Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, pengadaan tanah dibagi 

menjadi dua kelompok yakni pengadaan dalam skala besar (>5 ha) dan pengadaan 

tanah skala kecil (≤ 5 ha). Perbedaan mendasar antara keduanya adalah adanya 

kegiatan penetapan lokasi. Dalam pengadaan tanah skala besar perlu melalui 

penetapan lokasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Penetapan 

lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang 

ditetapkan dengan keputusan gubernur, yang dipergunakan sebagai izin untuk 

pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan lokasi 

memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu meliputi: pertama, izin pengadaan tanah yang batas 

waktu kegiatannya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun (untuk 

program strategis nasional dapat diperpanjang dua tahun). Kedua, izin perubahan 

penggunaan tanah. Ketiga, izin pemindahan hak atas tanah. Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2012 menempatkan penetapan lokasi sebagai starting point dalam kegiatan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga instansi 

yang memerlukan tanah harus mengajukan dan memperoleh penetapan lokasi 

terlebih dahulu kepada gubernur untuk dapat melakukan perolehan tanah. (Widya, 

2016) 

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 memberikan perlakuan khusus 

untuk pengadaan tanah skala kecil. Pada Pasal 121, Pepres tersebut mengatur 

bahwa: (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan 

langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. (2) 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) 

hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tata ruang wilayah 

(3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak memerlukan penetapan lokasi (4) Penilaian tanah dalam rangka pengadaan 
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tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah 

menggunakan hasil penilaian jasa penilai. Dengan kata lain dalam rangka efisiensi 

dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil dapat 

dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang 

hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang 

disepakati kedua belah pihak. Artinya pengadaan tanah skala kecil tidak 

memerlukan tahapan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012. 

Banyak studi telah mengupas mengenai pengadaan tanah skala kecil, namun 

kebanyakan studi-studi itu berkutat pada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

pengadaan tanah skala kecil (Putri, 2017) atau faktor penghambat dan pendorong 

keberhasilan pengadaan tanah skala kecil (Naryana, 2019). Sementara itu, 

perbandingan pengadaan tanah skala kecil dengan menggunakan penetapan lokasi 

di satu daerah yang sama belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Kabupaten Sleman telah mengadakan pengadaan tanah skala kecil secara 

langsung seperti pembangunan jalan dan Jembatan Lemah Abang dengan luas 

3.200 m2, tetapi terdapat perbedaan penerapan pengadaan tanah skala kecil dengan 

menggunakan penetapan lokasi dalam kegiatan pembangunan untuk pelebaran 

Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan Underpass di simpang empat  

Jalan Kaliurang yang luasnya hanya kurang lebih 2.884,20 m2 atau sekitar 0,2 

hektar (ha) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menerbitkan penetapan 

lokasi pengadaan tanah yaitu melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 110/KEP/2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah 

pembangunan Jalan untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung 

pembangunan Underpass di simpang empat  Jalan Kaliurang (selanjutnya disebut 

SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110/KEP/2018). Alasan 

mendasar yang tertera dalam SK Gubernur tersebut adalah kegiatan pengadaan 

tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten/Kota, Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rancangan Tata 

Ruang Wilayah Nasional. 
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Berdasarkan uraian di atas, ditemukannya perbedaan penerapan praktek 

pengadaan tanah skala kecil yaitu pengadaan tanah skala kecil dengan dan tanpa 

menggunakan penetapan lokasi di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menarik untuk 

dilakukan penelusuran mengenai kelemahan dan kelebihan pengadaan tanah 

dengan dan tanpa menggunakan tahapan penetapan lokasi.  

B. Perumusan Masalah 

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk pengadaan tanah 

skala kecil dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan 

penyelenggaraan pengadaan tanah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 

kepentingan umum dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang 

memiliki luas tidak lebih dari 1 (satu) hektar, maka instansi yang membutuhkan 

tanah  dapat langsung melakukan transaksi membebaskan tanah dengan cara yang 

disepakati oleh pihak instansi dan pihak yang berhak sesuai yang tertuang dalam 

Bab VII, pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012. 

Kemudian dalam pasal 121 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dijelaskan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi 

yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dan tidak memerlukan 

penetapan lokasi. 

Pada Kabupaten Sleman terdapat beberapa pengadaan tanah skala kecil yang 

dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah, sebagai contoh 

pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan dan Jembatan Lemah Abang dengan 

Luas 3.100 m2. Namun, disisi lain terdapat perbedaan penerapan pengadaan tanah 

skala kecil dengan menggunakan penetapan lokasi di Kabupaten Sleman yaitu pada 

kegiatan pembangunan untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung 

pembangunan Underpass di simpang empat  Jalan Kaliurang yang luasnya hanya 

kurang lebih 2.884,20 m2 atau sekitar 0,2 hektar (ha) Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta tetap menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah yaitu melalui 
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Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110/KEP/2018 

tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah pembangunan Jalan untuk pelebaran 

Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan Underpass di simpang empat  

Jalan Kaliurang. Berdasarkan penjabaran sebelumnya, sekiranya perlu dilakukan 

perbandingan dalam hal penetapan lokasi pada pengadaan tanah di Kabupaten 

Sleman, sehingga dapat diketahui pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dengan 

menggunakan penetapan lokasi dan tidak menggunakan penetapan lokasi, serta 

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pengadaan tanah dengan 

menggunakan penetapan lokasi dan tidak menggunakan penetapan lokasi. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan 

menganalisis proses serta kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pengadaan 

tanah skala kecil dengan dan tanpa menggunakan tahapan penetapan lokasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui: 

a. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan pengetahuan khususnya mengenai pengadaan tanah 

skala kecil dengan dan tanpa penetapan lokasi. 

b. Bagi pemerintah 

Dapat menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan 

perubahan peraturan jika pengadaan tanah melalui penetapan lokasi 

lebih menguntungkan dibanding tanpa penetapan lokasi. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan umum dapat dilakukan 

dengan dan tanpa penetapan lokasi. Pengkajian pengadaan tanah skala kecil 

dilakukan di Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk pembangunan pelebaran 

Jalan Padjajaran sebagai pendukung pembangunan Underpass di Simpang 

Empat Jalan Kaliurang di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan pembangunan Jalan dan Jembatan Lemah Abang Kabupaten 

Sleman. Dari kajian yg dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Pengadaan tanah skala kecil di Kabupaten Sleman dengan dan tanpa 

menggunakan penetapan lokasi sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 121 

ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015. 

2. Pengadaan tanah skala kecil dengan dan tanpa menggunakan penetapan 

lokasi memiliki kelebihan serta kelemahan, antara lain  

a. Kelebihan proses pengadaan tanah dengan menggunakan penetapan lokasi 

yaitu dapat dilakukan konsinyasi, lokasi tidak berpindah-pindah, dokumen 

perencanaan yang lengkap, kelengkapan perizinan pengadaan tanah, 

transparansi nilai ganti rugi dan nilai ganti rugi ditetapkan oleh appraisal 

sehingga tidak berpotensi merugikan negara. 

b. Kelemahan proses pengadaan tanah yang menggunakan penetapan lokasi 

yaitu waktu pelaksanaan pengadaan tanah cenderung lama, waktu 

pembangunan cenderung lama, biaya pelaksanaan pengadaan tanah besar, 

kurangnya terjalin hubungan sosial yang baik terhadap masyarakat terkena 

pengadaan tanah, koordinasi antar panitia pengadaan tanah yang kurang 

baik, potensi terdapat tanah sisa dan kurangnya partisipasi masyarakat. 

c. Kelebihan proses pengadaan tanah tanpa menggunakan penetapan lokasi 

yaitu waktu pelaksanaan pengadaan tanah relatif lebih cepat, waktu 

pembangunan lebih cepat, biaya pelaksanaan pengadaan tanah tidak 
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banyak, panitia pelaksana pengadaan tanah dapat melakukan pendekatan 

secara personal kepada para pemilik bidang tanah, aparat desa turut 

mendukung proses pengadaan tanah, tidak adanya potensi terhadap tanah 

sisa dan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengadaan 

tanah. 

d. Kelemahan proses pengadaan tanah tanpa menggunakan penetapan lokasi 

yaitu tidak dapat dilakukan konsinyasi, lokasi pengadana tanah dapat 

berpindah-pindah, dokumen perencanaan yang tidak lengkap, perizinan 

yang tidak lengkap, negosisasi nilai ganti rugi berpotensi merugikan 

negara dan tidak adanya transparansi nilai ganti rugi. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitan ini adalah perlunya 

perubahan/modifikasi sistem dan aturan dalam pengadaan tanah skala kecil yang 

efektif. Perubahan yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut:  

1. Adanya penguatan sistem informasi pertanahan dengan melakukan 

inventarisasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 

tanah di wilayah yang menjadi objek pengadaan tanah sehingga 

menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai daftar nominatif 

sementara pengadaan tanah. 

2. Sebaiknya dilakukan koordinasi yang kuat antara panitia pengadaan tanah 

dan aparat desa sehingga proses pengadaan tanah dapat berlangsung dengan 

baik. 
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